BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat dikemukakan terkait dengan penelitian terhadap
kesetaraan Gender antara Pegawai perempuan dengan pegawai Laki-laki dalam

Promosi Jabatan di Pemerintah Kota Bogor adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitiaan terhadap 80 responden menunjukan adanya peluang
yang sama untuk laki-laki dan perempuan dalam promosi jabatan sehingga
dapat dikatakan adanya kesetaraan gender dalam promosi jabatan di
Pemerintah Kota Bogor. Pegawai Negeri Sipil Perempuan terhadap sistem
rekrutmen promosi jabatan merasa cukup terwakilkan, dilihat dari perpektif
perempuan merasa tidak adanya diskriminasi gender terhadap proses
rekrutmen jabatan struktural di Pemerintah Kota Bogor. Kesempatan PNS
perempuan untuk menduduki jabatan struktural sudah cukup terbuka. Hal ini
terlihat dalam perspektif PNS laki-laki dan PNS perempuan yang cenderung
mengatakan ‘tidak setuju’ jika dikaitkan dengan perempuan yang memenuhi
persyaratan tidak mendapat promosi jabatan; sedangkan laki-laki dengan
syarat yang sama tidak memiliki masalah. Sehingga dapat diartikan bahwa
pegawai perempuan dan pegawai laki-laki memiliki akses serta kesempatan
yang sama untuk dapat dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi selama
telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang dibutuhkan jabatan dan dapat
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dikatakan adanya kesetaraan gender dalam promosi jabatan di Pemerintah
Kota Bogor.

. Berdasarkan sikap atau perbedaan pandangan pegawai laki-laki dan
perempuan dalam promosi jabatan menyatakan bahwa tidak ada perbedaan
yang signifikan, bisa dibilang hampir sama. Baik pegawai laki-laki maupun
pegawai perempuan mengatakan bahwa pegawai perempuan tidak sama
sekali mengalami hambatan dan tindak diskriminasi dalam hal promosi
jabatan, pegawai perempuan memiliki akses dan kesempatan yang sama
untuk dapat dipromosikan dengan pegawai laki-laki, jika sudah memenuhi
kriteria dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam promosi jabatan. namun
data yang ditunjukan oleh BKPSDA Kota Bogor menunjukan bahwa laki-laki
masih dominan dalam memegang jabatan-jabatan tinggi dibandingkan dengan
perempuan, dalam penelitian ini dirasa terjadi fenomena Glass Celling
dimana kesempatan bagi perempuan dalam promosi jabatan telah terbuka
lebar namun faktor perempuan itu sendiri yang membatasi diri mereka
dengan alasan fenomena beban ganda yang ada di diri perempuan baik dia
sebagai PNS di kantor maupun sebagai ibu rumah tangga dirumah yang
mengurus anak dan suami dan fenomena kurangnya minat perempuan
menjadi pemimpin yang diakibatkan stigma pemimpin itu harus laki-laki
membuat perempuan kurang memiki jiwa kepemimpinan sehingga enggan
menjadi pemimpin. dengan adanya fenomena tersebut dalam promosi jabatan
di Pemerintah Kota Bogor yang ikut serta dalam penyelengaraan promosi

jabatan adalah dominan laki-laki sehingga yang mendapatkan jabatan tinggi
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adalah laki-laki. Namun faktor budaya patriarki khususnya budaya sunda dan
stereotype gender dirasa sudah tidak ada dalam sistem birokrasi terutama
dalam promosi jabatan di pemerintah Kota Bogor. Walaupun PNS laki-laki
masih mendominasi struktur organisasi pemerintah namun hal itu dirasa tidak
menjadi masalah jika laki-laki lebih banyak memegang jabatan, tetapi yang
menduduki jabatan tersebut harus bisa memiliki kompentensi yang
dibutuhkan dan sesuai dengan tupoksi yang ada serta melalui tahap yang
sesuai dengan peraturan yang berlaku. sehingga pada saat ini sistem yang
digunakan dalam promosi jabatan menggunakan sistem Merit sebagai
penilaian kinerja berdasarkan pada kompetensi yang berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, disiplin, kejujuran, dan Kinerja secara adil dan tidak membeda-
bedakan gender, sehingga baik itu perempuan maupun laki-laki dapat berkarir
memiliki jabatan yang lebih tinggi di Pemerintah Kota Bogor.
6.2 Saran
Keterlibatan perempuan dalam menduduki jabatan-jabatan yang lebih tinggi
perlu ditingkatkan. Karena semakin banyak jumlah PNS perempuan yang bisa
mencapai jabatan yang lebih tinggi semakin terbuka juga peluang keterlibatan
perempuan dalam pengambilan keputusan sehingga masalah-masalah terhadap
perempuan bisa diatasi. Untuk itu disarankan untuk:
1. Walaupun kesetaraan gender di pemerintah Kota Bogor sudah tercapai
namun Perlunya peningkatan minimum jumlah partisipasi perempuan
yang menduduki jabatan yang selama ini jumlahnya 30% ada baiknya

ditingkatkan lagi baik itu dalam lingkungan birokrasi di Pemerintah Kota
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Bogor maupun ketelibatan perempuan dalam berpolitik di jumlah Kkursi
DPRD Kota Bogor. Serta perlunya adanya kebijakan yang khusus
mengatur tingkat keterwakilan perempuan dalam jabatan-jabatan
struktural. Dan diperlukan komitmen dari pimpinan daerah Kota Bogor
bahwa perlunya peningkatan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan
agar munculnya kebijakan-kebijakan yang berimbang antara kepentingan
laki-laki maupun perempuan khususnya dalam hal promosi jabatan.

. Menumbuhkan kemauan dan tingkat kesadaran PNS perempuan di Kota
Bogor untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan yang ada untuk
menambah kompentensi yang ada agar dapat ikut berkompetisi dengan
PNS laki-laki dalam mengisi jabatan yang lebih tinggi. Karena dengan
adanya perempuan dalam menempati posisi-posisi strategis maka akan
lahir keputusan-keputusan yang selama ini tidak terpikirkan oleh pejabat-
pejabat laki-laki. Meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk
melaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan agar terwujudnya
sikap kepemimpinan di kalangan perempuan yang dapat membuat mereka
lebih percaya diri ketika mengemban jabatan yang ada. Serta membuat
fasilitas bagi perempuan untuk mengurangi beban ganda yang ada seperti

fasilitas penitipan anak maupun ruangan menyusui.
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